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Cuaca Ekstrem Belum Usal

DPR Minta Semua Waspada

DPR meminta Pemerintah mengantisipasi potensi
bencana susulan di sejumlah wilayah Indonesia,
khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat
(Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

PERMINTAAN tersebut me-
nyusul masih tingginya ancaman
bencana hidrometeorologi seperti
hujan lebat. angin kencang, banjir
bandang, hingga banjir rob di
wilayah pesisir di berbagai daerah
di Indonesia. Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BM-
KG) memprediksi potensi cuaca
eksteem masih dapat terjadi dalam
beberapa waktu ke depan,

Anggota Komisi VIII DPR
Dini Rahmania mengatakan, peri-
ngatan BMKG sejak awal Desem-
ber 2025 mesti menjadi perhatian
penub. “Perkuat sistem peringatan
dini. Informasi harus sampai ke
masvarakat lebih awal, dan edu-
kas! kesiapsiagaan, terutama di
desa-desa rawan harus menjadi
prioritas." ucapnya, kemarin.

Dini menegaskan, penanganan
kebencanaan tidak boleh bersifat
reakif. Negara harus hadir sebe-
lum bencana terjadi, bukan hanya
setelah korban berjatuhan. Karena
di balik setiap data korban, ter-
dapat masyarakat yang kehilangan
tempat tinggal. mata pencaharian,
bahkan anggoia keluarga.

Dini menekankan, penanganan
bencana harus dilakukan secara
merata di seluruh wilayah Indane-
sia. Seperti penanganan banjir di

Bali yang telah mendapatkan pes-
hatian melalui penyaluran bantuan
Ingistik. pemenuhan kebutuhan
dasar, dan santunan kepada ke-
luarga korban. “Prinsip vang sama
harus diterapkan di seluruh daerah
terdampak bencana tanpa terke-
cuali," tegas politikus Nasdem ini.

Selain itu, Pemerintah Dae-
rah (Pemida) diminta untuk terus
meningkatkan kesiapsiagaan meng-
hadapi musim hujan berikutnya.
Langkah-langkah yang perlu di-
lakukan antaralain perbaikan sistem
drainase, penaiaan ruang berbasis
daya dukung lingkungan, dan pe-
ngelolaan daerah alitan sunga
{DAS) yang lebih terintegrasi den-
gan dukungan BMKG dan Pemda

Dia bilang, penanganan banjir
dan tanah longsor di sejum-
lah wilayah, seperti Cilacap
dan Semarang. perlu langkah
konkret. Seperti perluasan kolam
retensi, pembangunan infra-
strukeur pengendali alr di lokasi
rawan banjir kronis, serta pe-
nguatan kapasitas masyarakat
pesisir dan bantaran sungai.
"Caranya, melalui pelatihan
dan simulasi evakuasi. Karena
tidak ada satu daerah pun yang
dibiarkan sendirian," tegasnya.

Penanganan bencana, lanjutnya,
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Dini Rahmania

harus dilakukan secara tetinte-
grasl. Mulaf dari evakuasl cepat.
penyaluran bantuan kebutuhan
dasar. hingga layanan kesehatan
pasca-bencana di pengungsian.
Katena itu, Kamisi VIII DPR
mempercepat revisi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.

Revisi tersebut akan mem-
petkuat kewenangan BNPB agar
mampu memimpin koordinasi
penanggulangan bencana se-
cara efektif. Revisi tidak boleh
bethenti pada penyusunan pasal
demi pasal. Sebab ini adalah
ikhtiar negara untuk memasti-
kan setiap keluarga terdampak
memiliki perlindungan hukum
vang kuat, respons yang cepat,
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dan koordinasi yang jelas.

Sementara. anggota DPR Nasir
Djamil memperkirakan Presiden
Prabowe Subianto segera mene-
tapkan statws bencana nasional di
Provinsi Aceh. Sumut, dan Sum-
bar pada minggu pertama tahun
2026. Sebab keriga provinst itu
hingga kini kondisinya belum
pulih dari bencana.

"Status itw layak ditetapkan
Pemerintah bagi tiga provinsi
itu-karena parahnya kondisi di
sana." kata Nasir dalam keteran-
sannya, Mingou (28/12/2025).

Nasir menegaskan siapa pun
vang sudah menengok lang-
sung ke lokasi bencana akan
berpendapat serupa. Sebab fakta
abjekiifnya sangat-mengerikan
dan memilukan sapa pun yang
melihatnya secara langsung,

Dengan it fa mevakini pene-
tapan status bencana naslonal
akan bermanfaat luas dalam
penanganan hingga pemulihan
pasca bencana di wilayah Suma-
tera. Sehingga tak perluada yang
menaruh curiga dengan maksud
laindi balik penetapan status itu.

"Penetapan status bencana
nasional untuk Sumatera di-
maksudkan untuk mempercepat
proses pemulihan melalui reha-
bilitasi dan rekonstruksi," ujar
politikus PKS ini.

Sebenarnya, kata Nasir, Peme-
rintah tak punya hambatan be-
rarti untuk menetapkan status
bencana nasional di Sumatera.

Sehingga penetapan status ben-
cana nasional tinggal menunggu
waktu saja. "Uang ada, personel
ada, aturan juga tersedia.” imbuh
anggota Komisi 111 DPR ini.

Terpisah, Direktur Meteorologi
Publik BMKG Andri Ramdhani
membeberkan kondisi cuaca
memasuki periode 29 Desember
2023-1 Januari 2026. Potensi
hujan lebat hingga sangat lebat
masih dapat terjadi di Aceh,
Sumut, Bengkulu. dan NTB,
disertal potensi angin kencang di
beberapa wilayah lainnya,

"Kondisi ini dinilai berisiko
terhadap keselamatan perjala-
nan, terutama transportasi laut
dan udara yang kerap mening-
kat saat musim libur panjang,
ujar Andri di Jakara, Jumat
(26/12/2025).

Selain itu, BMKG bersama
BNPB terus menggelar operasi
modifikasi cuaca di wilayah ter-
dampak bencana, di Aceh, Sumut
dan Sumbar. Operasi ini terbukti
efektif menurunkan intensitas
curah hujan antara 12 hingga
20 persen. Sehingga membantu
kelancaran evakuasl, perbersi-
han material hanjir dan longsor,
serta perbaikan infrastruktur,

“Operasi modifikasi cuaca
akan diaktifkan secara adaptif.
mengikutl dinamika atmosfer.
Tujuannya agar proses pemuli-
han di lapangan tidak terganggu
oleh hujan dengan intensitas
tinggl." tutup Andri. m TiF
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